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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR 25 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan 

Bupati Pesisir Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 
perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Peraturan Bupati 
Pesisir Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
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tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5364); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan         
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Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat  Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 76); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 77 

TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2022 Nomor 421) diubah sebagai berikut: 

 

1. Mengubah Lampiran dengan penambahan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

2. Perubahan Lampiran sebagaimana disebutkan pada angka 1 

terbatas pada penambahan BAB XXXII Kebijakan Akuntansi 

Properti Investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat  

Nomor 77); 

26. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 

330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501); 



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/ 
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati  Pesisir Barat ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Barat ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal 24 September 2025 

 
BUPATI PESISIR BARAT, 

 

      

 

 

        DEDI IRAWAN 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal 24 September 2025 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

 

 

TEDI ZADMIKO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 560 

 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
      Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
   KABUPATEN PESISIR BARAT, 

  

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H. 

    NIP. 19850428 201403 2 002  
 

ttd 

ttd 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR 25 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

PESISIR BARAT NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

 

 

BAB XXXII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 

 

A. UMUM 

Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi properti investasi adalah mengatur 

akuntansi properti investasi yang dilakukan oleh entitas pemerintah 

daerah dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka 

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi properti investasi 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi definisi, pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang 

bertujuan umum atas properti investasi. 

 

Ruang Lingkup 

1. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam 

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat, tidak termasuk perusahaan daerah. 

2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk: 

a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan 

b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas 

alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat 

diperbaharui. 

 

B. DEFINISI 

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan 

pengertiannya:  

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 

untuk:  

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa atau untuk tujuan administratif; atau 

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat.   
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2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh 

pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan 

pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi 

atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 

3. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung 

dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. 

4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan 

yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah 

dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 

kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

5. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi berdasarkan biaya perolehan.  

6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 

wajar. 

7. Berikut ini adalah contoh properti investasi:  

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang 

dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan 

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain 

dalam jangka pendek; 

b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan 

penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat belum menentukan penggunaan tanah sebagai 

properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau 

kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut 

diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; 

c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 

(atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui 

sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu 

atau lebih sewa operasi; 

d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki 

tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu 

atau lebih sewa operasi; 

e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di  

masa depan digunakan sebagai properti investasi.   

 

C. PENGAKUAN 

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan 

kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau 

surat ketetapan Kepala Daerah.  

Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus 

memenuhi kriteria:  
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1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang dari 

aset properti investasi; dan  

2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur 

dengan andal. 

 

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL 

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. 

2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, 

properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar 

pada tanggal perolehan.  

3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga 

pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 

langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung 

antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. 

 

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.  

2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode 

penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset 

Tetap yang berlaku.  

3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya 

tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan 

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga 

pertukaran. 

4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.  

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi 

atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan 

periode revaluasi dilaksanakan jika properti investasi telah direvaluasi 

seluruhnya. 

6. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 

berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode 

dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai 

sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat dapat menyesuaikan masa manfaat atas 

properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti 

investasi tersebut. 

  

F. PENYAJIAN 

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca 

dalam mata uang rupiah. 

2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset 

lainnya. 

3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk 

memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Barat dapat saja memiliki niat untuk menjual 

apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan 
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Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak akan memanfaatkan 

properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti 

investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti 

investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. 

 

G. PENGUNGKAPAN 

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount);  

b. metode penyusutan yang digunakan;  

c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  

d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;  

e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir 

periode, yang menunjukkan:  

1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan 

yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan 

pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;  

2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;  

3) pelepasan;  

4) penyusutan; 

5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan 

sendiri; dan  

6) perubahan lain.   

f. apabila Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan revaluasi 

atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut:  

1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;  

2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;  

3) tanggal efektif penilaian kembali;  

4) nilai tercatat sebelum revaluasi  

5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;  

6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.   

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan 

hasil revaluasi properti investasi; 

h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, 

kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi 

dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang 

dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 

i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan 

nilai wajar apabila Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan 

revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan 

apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar 

atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus 

diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut 

dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 
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j. apabila Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melakukan revaluasi 

dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi 

profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari 

penilai; 

k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk: 

1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;   

2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 

pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang 

menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;   

3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 

pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak 

menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa  selama 

periode tersebut.   

l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau 

mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, 

pemeliharaan atau peningkatan; 

m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan 

n. informasi lain terkait dengan properti investasi. 

 

H. ALIH GUNA 

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika 

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:  

1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; 

2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;  

3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas 

pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;  

4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan 

menjadi properti investasi. 

 

I. PELEPASAN 

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau 

ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara 

permanen; atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang 

dapat diharapkan pada saat pelepasan.  

2. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau 

pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto 

dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam 

Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan 

tersebut.  

3. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan 

penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi 

diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui 

sebagai piutang  
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J. KETENTUAN PERALIHAN 

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerapkan kebijakan ini 

dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada 

saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai 

nilai perolehannya. 

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerapkan kebijakan akuntansi 

ini secara prospektif. 

 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

 

 

 

DEDI IRAWAN 

 

 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
      Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
   KABUPATEN PESISIR BARAT, 

  

GEMA KHALIMA SABDA, S.H.,M.H. 

    NIP. 19850428 201403 2 002  
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